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"Fa bimda rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta faz z an
galiz al-qalbi lanfad du min haulika fa'fu '‘an-hum wastagfir lahum
wa syawir-hum fil-amr, fa iza 'azamta fa tawakkal 'alallah, innallaha

yul ibbul-mutawakkilin”.*

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-
Nya," (QS. Ali Imran [3]: 159).

! Ali-Imran, (3) : 159.
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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Investasi Miras berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2020 yang di tinjau dari perspektif Siyasah
Syar’iyah. Pembentukan Investasi Miras Nomer 49 Tahun 2020 menjadi salah
satu aturan di bidang investasi miras yang dibentuk untuk meningkatkan daya
jual di bidang minuman alkohol. Proses pembentukan investasi miras
mengacu kepada turunan dari Undang-Undang (UU) Nomer 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. “Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, terkecuali bidang usaha yang di nyatakan tertutup
untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat di
lakukan oleh Pemerintah pusat. Pasal 2 Ayat 1 Perpres 10/2021”.
Pembentukan investasi miras yang di terbitkan mengacu terhadap
potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia bagian timur yang
kualitas ekspornya cukup bagus apabila di ekspor ke Negara-Negara
luar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan
daerah di bidang minuman miras local yang ada di Indonesia.

Berdasarkan temuan yang didapat investasi miras belum selaras
dengan kemaslahatan yang ada di masyarakat, karna dampak dari
minuman yang ada di dalam kandungan miras dapat mengakibatkan
kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tentunya belum sesuai
dengan Undang-Undang dasar Indonesia yang mana seluruh aturan
yang di buat harus mensejahterakan masyarakat dan menjamin dari
keamanan dan sektor lainya. Tulisan ini merupakan pemaparan tentang
penelitian investasi di bidang miras di tinjau dari perspektif Siyasah
Syar’iyah. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian
kepustakaan (library reaserch) yaitu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang atau perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan data dan informasi denga mengkaji bahan-
bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang ada.
Penelitian pustaka ini berbentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan
litetaratur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang
membahas tentang kebijakan Negara Indonesia.

Hasil dari penelitian ini belum sesuai dengan regulasi yang ada di
mana ada kekosongan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
mengenai peraturan miras, tetapi secara umum peraturan investasi
miras sudah bermanfaat pada masyarakat yang pekerjaanya menjual
minuman miras lokal. Dari sisi tinjau Siyasah Syariyah, pembentukan
investasi miras belum sejalan dengan prinsip-prinsip aturan tersebut,
yang mana segala peraturan yang di buat harus mensejahterakan
masyarakat dari segala aspek apapun baik dari segi ekonomi dan
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keselamatan masyarakat guna untuk menciptakan dan mewujudkan
kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Regulasi Perpres, Investasi Miras, Siyasah Syar’iyah.
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ABSTRACT

This thesis examines Alcohol Investment based on Presidential
Regulation Number 49 of 2020 which is viewed from the perspective of
Siyasah Syar'iyah. The establishment of Alcohol Investment Number
49 of 2020 is one of the regulations in the field of alcohol investment
that was formed to increase selling power in the field of alcoholic
beverages. The process of forming a liquor investment refers to a
derivative of Law (UU) Number 11 of 2020 concerning Job Creation.
"All business fields are open to investment activities, except for
business fields that are declared closed for investment or for activities
that can only be carried out by the central government. Article 2
Paragraph 1 of Presidential Regulation 10/2021”. The establishment of
alcohol investment that is published refers to the potential of natural
wealth in eastern Indonesia, whose export quality is quite good when
exported to foreign countries. This aims to increase state and regional
income in the field of local alcoholic beverages in Indonesia.

Based on the findings obtained, alcohol investment is not in line
with the benefits that exist in society, because the impact of drinks
contained in alcohol can cause chaos in the community. This, of course,
is not in accordance with the Indonesian constitution, in which all the
rules made must improve the welfare of the community and guarantee
security and other sectors. This paper is an explanation of investment
research in the alcohol sector in terms of the perspective of Siyasah
Syar'iyah. The type of research used by the author is library research,
which is a research procedure that produces descriptive data in the form
of written or spoken words from people or observed behavior. Data
collection techniques are carried out by collecting data and information
by reviewing existing library materials and relevant to existing
problems. This library research is in the form of books, journals, theses,
articles, and other literatures related to the research theme that
discusses the policies of the Indonesian State.

The results of this study are not in accordance with existing
regulations where there is a legal vacuum that occurs in the community
regarding alcohol regulations, but in general, alcohol investment
regulations have been beneficial for people whose job is selling local
liquor. From the perspective of Siyasah Syar'iyah, the establishment of
alcohol investment is not in line with the principles of these
regulations, in which all regulations made must prosper the community
from all aspects, both in terms of economy and community safety in
order to create and realize benefits in the midst of society. among
Indonesian society.

Keywords  : Policy, Alcohol investment, Siyasah Syar'iyah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulaun terbesar di dunia yang
terdiri dari 17.504 pulau, negara indonesia juga masuk ke dalam
peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan
mempunyai beragam suku etnis di dalamnya. Serta mempunya
kebiasaan dan kearipan lokal masing-masing. Salah satu dari kebiasaan
dan kearifan lokal yang ada di Indonesia adalah membuat sopi, sopi
adalah salah satu minuman tradisional dari daerah NTT, apabila
minuman ini di kelola dengan secara propesional olah UMKM,
INDUSTRI, hingga EKSPOR, berpotensi menggerakkan ekonomi.

Sopi ini juga di proses melalui pertanian masyarakat, sehingga
menjadi tradisi. Tidak hanya di NTT saja di bali juga terdapat arak
Bali, minuman arak khas Bali mempunyai kualitas ekspor, sehingga
akan mempunya nilai ekonomis apabila di kelola lewat UMKM. dan
tidak hanya di NTT dan Bali minuman khas daerah juga banyak
terdapat di daerah-daerah yang ada di Indonesia. dengan adanya
minuman khas daerah ini pemerintah berkengininan membuat
kebijakan terkait prodak tersebut sehingga mempunya daya jual dan
mampu meningkatkan perekonomian rakyat setempat dan pemasukan
bagi Negara Indonesia.

Dengan diterbitkanya perpres penanaman modal tentang Investasi
miras, Pemerintah ingin meningkatkan produk muniman khas daerah
tersebut untuk di kelola lebih besar lagi sehingga mempunya perhatian
khusus dari pemerintah untuk meningkatkan produk yang ada di

daerah, menurut pemerintah apabila sektor Investasi miras di larang,



maka tidak ada pertambahan nilai ekonomi. Untuk lebih serius untuk
menindak lanjuti usulan dari daerah tersebut Pemerintah Pndonesia
mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomer 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha dan penanaman
modal yang di teken Presiden pada Februari 2021. Aturan itu
merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomer 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. “Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, terkecuali bidang usaha yang di nyatakan tertutup
untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat di
lakukan oleh Pemerintah pusat. Pasal 2 Ayat 1 Perpres 10/2021.2

Selanjutnya, lampiran bidang usaha yang boleh mendapatkan
aliran investasi tertuang dalam tiga lampiran. Pada lampiran ke tiga,
tercantum industri minuma keras mengandung alkohol pada daptar
urutan ke 31. Dan persyaratan , untuk penanaman modal baru dapat di
lakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara,
Papua dengan perhatian budaya dan ke aripan setempat. Tak hanya
mengatur soal investasi miras, Jokowi juga memberi restu investasi
bagi pedagang eceran miras atau beralkohol masuk daptar bidang usaha
yang di perbolehkan dengan persyaratan tertentu.’

Setelah di terbitkanya aturan tersebut, menuai banyak pro kontra
dari sejumlah pihak mulai dari kalangan Ormas Islam dan masyarakat
lainya, mereka menilai bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan

kriminalitas dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Ketua umum PBNU

2 Deti mega P and Urnama Sari, “Muncunya Investais Miras, Jubir: Posisi
Wapres Tersudut,” 03-03-2021, 2021, https://nasional.kompas.com/ di akses pada 13
agustus 2021.

% Rzr, “Pbnu Dan Muhamadiyah Tegas Tolakizin Investasi Miras,” 01-04-
2021, 2021, https://lwww.cnnindonesia.com/nasional pbnu-dan-muhammadiyah-tegas-
tolak-izin-investasi-miras di akses pada 13 agustus 2021.



said aqil siraj menilai seharusnya pemerintah melarang peredaran miras
karena sudah ada larangan dari agama. Namun Kini sebaliknya,
pemerintah justru membuka investasi untuk industri miras.

Lalu, ketua umum PP Muhamadiyah Dadang kahmad menegaskan
bahwa miras merupakan minuman yang telah di haramkan oleh semua
ajaran agama karena memiliki dampak dan efek samping buruk. Senada
ketua umum MUI Miftahul Akhyar menilai miras merupakan minuman
yang telah di haramkan oleh semua ajaran agama karena memiliki
dampak dan efek samping buruk. “wong miras itu sudah di haramkan
oleh semua ajaran agama. Agama itu mengharamkan” kata miftahul.

Kontra tersebut juga datang dari kalangan partai politik, wakil
ketua umum PPP, arsul sani menilai aturan izin investasi miras sangat
ke bablasan. Sebab perpres itu membuka peluang investasi miras
seluruh daerah. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN di DPR, Paleh
Partaonan Daulay mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan
tersebut. la menilai aturan akan membawa banyak mudarat ketimbang
manfaatnya. Bahkan, pemerintah provinsi dan dewan perwakilan rakyat
papua turut menolak aturan tersebut.

Pejabat sekretaris daerah Papua Doren Wakerwa mengatakan
perpres tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Daerah (Perdasus)
Nomer 13 Tahun 2015 tentang pelarangan miras papua. Dalam
Perdasus itu, Pemprov Papua melarang peredaran miras di papua.
Menurut doren, selama ini miras menimbulkan dampak buruk di
masyarakat karena menyebabkan tindakan pelanggaran hukum seperti

kecelakaan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).*

* Blesma Steplasma, “Ramai-Ramai Tolak Investasi Miras,” 02 Maret 2021,
2021. (di akses pada tanggal 15 agustus 2021)



Melihat dari kebijakan tersebut yang banyak menuai pro dan
kontra di tengah-tengah masyarakat baik di kalangan organisasi islam
dan pemerintah, penulis ingin mengkaji lebih dalam pada aspek
lahirnya kebijakan tersebut dan penolakan kebijakan tersebut di
masyarakat. Pisau analisis yang akan digunakan adalah siyasah
syar’iyah untuk mengkaji ke maslahatan penerapan dan juga untuk
memenuhi standart penelitian akhir jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, Maka penulis
merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Regulasi Perpres Nomer 10 tahun 2021?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Syar’iyah terkait Perpres 10
Tahun 20217

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui pergejolakan yang terajadi di masyarakat
terhadap perpres 10 tahun 2021
b. Untuk hisa mengetahui bagaimana pandangan siyasah
syar’iyah terkait perpres 10 tahun 2021 tentang minuman
beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk
investasi.
2. Kegunaan
Sedangkan kegunaan penelitian ini, penulis menarik beberapa
kesimpulan yaitu:
a. Penulis berharap memberikan manfaat untuk perkembangan

ilmu Hukum Tata Negara pada umunya, dan memberikan



sumbangan pemikiran serta sebagai pedoman bagi negara
agar bisa menciptakan rasa keadilan terkait perpres No.10
Tahun 2021 tentang minuman beralkohol sebagai bidang
usaha yang tertutup untuk investasi perspektif siyasah

syar’iyah.

b. Guna menambah cakrawala pengetahuan dan keilmuan

penulis,dalam rangka meperkaya khasanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang mengkaji Perpres No. 10 Tahun
2021 tentang minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup
untuk investasi. Penelitian tentang kebijakan pencabutan ini masih
termasuk dalam golongan minim di teliti oleh orang-orang, maka dari
itu penulis memilih untuk mengkajinya dan menggunakan perspektif
siyasah syar’iyah. Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan
ketatanegaraan Republik Indonesia :

Pertama, Subarti dalam jurnalnya “Al-Siyasah al-Syar’iyyah ‘Inda
Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)” dalam literatur ini
membahas bagaimana politik Islam menjelaskan peran sorang
pemimpin yang menjalankan amanah bagi masyarakat yang di pimpin
dari segi membuat kebijakan dan mengambil keputusan untuk
mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang di pimpin.®
Tidak hanya itu saja bagaimana supaya menciptakan good govermence
yang baik, terletak pada pengendalian sistem, Pengaturan dan
pengendalian dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah.
Kebijakan atau keputusan selalu di dasari kepada ajaran islam.

> Suharti, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu
Taimiyah),” Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 1, no. 2 (December 2,
2015): 24-43, https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9.



Kedua, literatur tentang fikih siyasah yang di tulis oleh Fatmawati
menjelaskan semua bentuk peraturan dan kebijakan yang berkaitan
dengan orang banyak dan kepentingan negara dan urusan ummat guna
mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan
(pemerintah atau ulil amri) karenanya, segala bentuk hukum, peraturan
dalam kebijaksanaa siyasi yang di buat oleh pemegang kekuasann
tertinggi yang bersipat mengikat. la wajib di taati oleh masyarakat
selama produk itu secara substansial tidak bertentang dengan jiwa
syariat.’

Ketiga, Ita Wardatul Jannah dalam jurnalnya memaparkan
Pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya, berupa penetapan hukum dan kebijakan oleh pemegang
kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagi
kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang di jalaninya. Sementara itu, negara
memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia.’

E. Kerangka Teori
1. Siyasah Syar’iyah
Siyasah Syariyah berasal dari dua perkataan bahasa arab yaitu al-
siyasah dan al-syar’iyah. Al-siyasah adalah kosakata bahasa arab

yang berarti kebijaksanaa dalam mengatur urusan publik meliputi

® Fatmawati Hilal, “Fikih Siyasah ,” Repositori UIN Alauddin Makassar,
2015, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/.

" Ita Wardatul Janah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap
Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD: Tinjauan Mag>as}id
Syari>’ah,” MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1, no. 2 (October 23, 2021): 192-221,
https://doi.org/10.33754/MASADIR.V112.368.



pemberlakuan hukum atau peraturan untuk di gunakan dalam
putusan pengadilan, serta keputusan yang di ambil oleh penguasa
utuk memaksa norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan
pemerintah di dasarkan pada petimbangan nilai-nilai tertentu, bisa
saja di dasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja
dengan pertimbangan Filosofis Negara, kemanusiaan, atau etis.
Adapun al-syariyyah adalah kata sipat dari kata syariyyah dan kata
ini menunjukan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syariah.?
Berdasarkan ilmu figh, para fugaha mendefenisikan syariah
sebagai hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada para
Nabi untuk di bawakan kepada hambanya. Dinamakan Syariah
karena hukum-hukum tersebut merupakan suatu ajaran yang lurus
dan di samakan kedudukanya seperti tempat aliran air, katena
syariat islam menghidupkan jiwa dan akal manusia sebagaimana air
menghidupi tubuh dan badan. Sehingga siyasah syariyyah dapat
dimaknai sebagi kebijaksanaan dalam mengatur urusan Publik yang
sesuai dengan norma syariah, baik dalam memberlakukan hukum
atau peraturan ataupun memutuskan perkara di pengadilan.®
Para ulama klasik terdahulu juga telah memberikan berbagi
defenisi terkait siyasah syar’iyah berdasarkan pendangan masing-
masing yang sesuai dengan realitas di zaman meraka. Di antara
ulama yang memberikan defenisi tersebut adalah:
a. Ibn Abidin menegaskan bahwa siyasah syariyah adalah
memperbaiki keadaan masyarakat dengan membimbing

dan memimpin mereka menuju jalan keselamatan baik

45.

® Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014) him.43-

% Suyuti Pulungan, Figh Siyasah (PT Grafindo Persada, 1994) him.25.



dunia dan akhirat

Ibn taimiyyah menyatakan behawa konsep siyasah
syariyyah dapat di gunkan untuk mejustifikasi
pemberlakuan dan penegakkan hukum atau pertauran atau
putusan yang di lakukan oleh negara sepanjang materi
hukum atau peraturan atau putusan tersebut tidak keluar
dari batas yang telah di tetapkan oleh ulama, dan hukum
pertauran atau putusan tadi dalam  memajukan
kesejahteraan umum. Pemikiran Ibn taimiyyah terkait
siyasah syariyyah adalah lohis dan fragmatis untuk
menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum anyara
islam dan negara karena dengan menerapkan siyasa
syariyyah, dampak berlebihan dari kebijkan penguasa
dapat di batasi dan legitimasi norma syariah bisa di

perluaskan hingga pada tataran kehidupan bernegara.’

2. Regulasi

Berdasarkan penjelasan di Jurnal Konstitusi 18(1), awalnya

beberapa ahli menganggap tujuan regulasi hanya semata-mata

mengacu tujuan ekonomi atau yang dikenal dengan istilah

economic regulation. Namun ternyata, saat ini disiplin regulasi

sudah berkembang pesat. Di tahun 1997, Prosser menulis bahwa

regulasi tidak hanya mencakup regulasi ekonomi saja, namun juga

regulasi sosial. Pendapat ini banyak terbukti dalam regulasi di

Inggris. Contohnya, regulator ekonomi sektor air di Inggris yang

mempunyai dimensi sosial. Advertisement dalam sumber lain

disebutkan bahwa tujuan regulasi yaitu untuk mengatur masyarakat

1% Suci Fajarni, “Pelaksanaan Siyasah Syar‘iyyah Di Aceh,” Jurnal Sosiologi
Agama 9, no. 1 (2017): 104, https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06.



dengan serangkaian peraturan tertentu. Aturan tersebut berlaku di
berbagai lembaga masyarakat penggunanya memilih salah satu dari

beberapa opsi yang sama-sama valid.

3. Sadd Dzari’ah

Secara bahasa kata Sadd Dzariah merupakan gabungan dua kata
dalam bentuk mudhap-mudhap ilaih yang terdiri dari dua kata yaitu
sad dan Adz-Dzariah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja
sadda-yasuddu, yang ber arti kebalikan membuka, sedangkat kata
yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.*!

Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzariah dalam metode
penetapan hukum islam, wahbah zuhaili menjelaskan dalam bentuk
(Sad Adzariah) maka kata Adz Dzariah itu sendiri terbagi menjadi 2
kategori, yaitu:

a. Ketidak bolehan untuk menggunakan saran tersebut, di
karenakan akan mengarah kepada kerusakan, dengan kata
lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, itu tidak boleh lbn
Asyur menjelaskan Sadd Dzariah sebagai sebuah istilah
atau laqob yang di pakai dalam para fugaha terkait dengan
sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan
pelarangan perbuatan-perbuatan yang di takwilkan atau di
duga mengarah kepada kerusakan jelas yang jelas di
sepakati (mu’tabar) pada hal sejatinya perbuatan tersebut
tidaklah mengandung unsur kerusakan atau mafsadah. Hal
senada di sampaikan oleh al-mazri sebagai di kutip oleh ibn
asyhur, bahwasanya sad-adzriah adalah pelarangan atas apa

saja yang pada dasarnya itu boleh di lakukan, agar dia tidak

" Misranetti dan Lukman Edy, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum
Metode Istinbat Hukum Islam,” Jurnal An-Nahl 7, no. 1 (June 29, 2020): 51-75,
https://doi.org/10.54576/ANNAHL.V711.5.



mengarah kepada yang tidak boleh untuk di lakukan.

b. Metode Sadd Dzariah merupakan sebuah metode yang
bersipat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-
kemungkinan negatip. Posisi metode ini dalam islam
sebagai pengatur tentang perilaku. Perbuatan yang
mengandung asfek hukum yang belum di lakukan manusia
sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak

terjatuh ke dalam dampak negatip ketika melakukanya.*?

F. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitain terdapat sebuah rangkaian kegiatan
ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan
secara metodologis,sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai
dangan metode atau cara terentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan
berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Rangkaian kegiatan yang membantu perkembangan keilmuan lain
itu mengandung beberapa macam yang sesuai materi, metode, tujuan
dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan
langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode penelitian dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian yang di gunakan penulis di sini adalah
penelitian kepustakaan (library reaserch) yaitu prosedur penelitian

2 Rachman Syafe’i, llmu Ushul Figh, IV (Bandung: CV Pustaka Setia,
2010) him 132.

3 Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Iimiah

Keagamaan,” Jurnal Teologi Berita Hidup 3, no. 2 (March 25, 2021): 249-66,
https://doi.org/10.38189/JTBH.V312.93.
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yang menghasilkan data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Jenis penlitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi denga
mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan
permasalahan yang ada. Penelitian pustaka ini berbentuk buku,
jurnal, skripsi, artikel, dan litetaratur-literatur lainnya yang
berkaitan dengan tema penelitian yang membahas tentang kebijakan

negara Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berisifat kualitatif deskriptif analitik, yaitu
mengelola dan sekaligus mendeskripsikan data yang didapat secara
sistematis dan memahami sekaligus menganalisa data tesebut.
Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih
dahulu.Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian
yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala,
penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencarai hubungan
antara dua variabel atau lebih.
3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris,
yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum secara in action pada setiap
peristiwva hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta
empiris). Hukum normatif yang di mana hukum di konsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan
atau hukum yang di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berprilaku manusia yang dia anggap pantas.
Dan di dasari juga kepada hukum frimer dan skunder, yaitu

penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat
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dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam hal ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan
data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh
dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis
data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang
relevan, jurnal, berita dan UU yang berkaitan dengan judul
skripsi.
5. Sumber Data
Penyusun menggunakan beberapa sumber data yang akan
dipakai untuk penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
a. Data Primer
Data yang digunakan oleh penulis merupakan Perpres
No0.49 Tahun 2021 tentang penanaman modal.
b. Sumber Sekunder
Dalam hal ini penulis menggunakan data yang berkaitan
dengan objek penelitain yang dapat membantu menjelaskan data
primer baik berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya.
c. Sumber Tersier
Merupakan sumber yang diambil di luar keilmuan hukum
untuk membantu peniliti mendapatkan wawasan pengetahuan.
Seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus
Hukum, berita, atau perkuliahan.
d. Analisis Data
Penyusun menganalisis data menggunakan analisis data
kualitatif. Literatur yang relevan dengan objek kajian
dikumpulkan, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh,

maka peneliti akan mulai mengklarifikasisecara sistematis dan
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logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum dapat

disimpulkan dan dijadikan sebagai data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun memiliki sistematika yang
terbagike dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di
dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab,
dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, terdapat pendahuluan. Pada bab ini, berisikan
Tentang Latar Belakang Masalah yang beri penjelasan oleh penyusun
secara akademik yang menjadi sebab musabab diangkatnya  judul
dalam skripsi ini. Sehingga, dapat diketahui mengapa judul diangkat
perlu dan menarik untuk diteliti. Selanjutnya, setelah latar belakang
terdapat Rumusan Masalah yang dibentuk dengan pertanyaan-
pertanyaan yang penyusun angkat untuk dicari jawabannya dalam
penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan tujuan dan kegunaan dari
penelitian yang dilakukan. Telaah Pustaka, yang menyajikan data
mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, yang pernah membahas
subyek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Setelah telaah pustaka terdapat. Kerangka Teoretik yang berupa
teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan
diteliti. Kemudian yang terakhir Metode Penelitian yang terdiri dari
jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan.
Dan terakhir Sistematika Pembahasan yang menjelaskan bab-bab
yang ada dalam skripsi atau penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memberikan gambaran-

gambaran teoritis mengenai konsep Siyasah Syar iyah yang dijadikan
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sebagai teori dasar oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab ketiga, mengandung susunan penjelasan yang berkaitan
dengan Perpres 10 Tahun 2021. Baik dari segi pengertian, tujuan,
serta dan lain lain.

Bab keempat, pada bab inilah penulis menganalisis Perpres 49
Tahun 2021 vyang terdapat pada bab ketiga melalui teori yang
digunakan oleh penulis yaitu teori siyasah syariyah.

Bab kelima, merupakan bab terkahir dari skripsi ini. Bab ini terdiri
dari penutup, kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh
penulis melalui penelitian tentang judul yang dijadikan skripsi ini dan

juga berisi saran-saran pada skripsi ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang sudah
dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2021 tentang penanaman
modal yang di keluarkan oleh Presiden untuk investasi
penanaman modal sudah cukup baik tetapi di bagian investasi
miras belum cukup baik dikarenakan isi dari Investasi Miras
tersebut dapat menimbulkan ketidak bermanpaat di tengah-
tengah masyarakat dan dapat menimbulkan maslahat baru di
tengah-tengah masyarakat karena dengan dibukanya investasi
tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang
berdatangan di masyarakat karena efek dari minuman-minuman
keras besar efek buruknya bagi masyarakat nantinya. Maka dari
itu pemerintah harus mencabut dan menarik peraturan tersebut
supaya tidak terjadi keburukan-keburukan di tengah masyarakat
dengan tidak menghilangkan ke aripan lokal sebagian
masyarakat yang sudah mengkonsumsi minuman miras lokal
yang sudah sejak dahulu di konsumsi oleh masyarakat yang
melestarikan miras lokal seperti masyakat adat yang sudah dari
dahulu ada.

2. Dalam tinjaun Siyasah Syar’iyah, membuat Kebijakan untuk
masyarakat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Alqur’an dan
Hadist. Di dalam peraturan presiden ini masih belum sejalan

dengan prinsip siyasah syar’iyah dimana seharusnya setiap
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kebijakan yang di keluarkan haruslah diperuntukkan
kemaslahatan utuk ummat manusia dengan membimbing
mereka kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat
dan mengorganisir urusan-urusan ummat yang sejalan dengan
jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal. Di
dalam peraturan presiden nomer 10 tahun 2021 di bagian
investasi miras tentang penanaman modal belum sesuai dengan
prinsip-prinsip yang di atas, maka dari itu acuan ajaran-ajaran
islam haruslah dilibatkan dalam setiap pengeluaran kebijakan
yang di keluarkan untuk kepentingan masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka
terdapat beberapa saran yang di berikan, antara lain:

1. Di dalam membuat peraturan untuk meningkatkan kesejarteraan
masyarakat harus diikut sertakan semua elemen baik dari pelaku
ekonomi, masyarakat, sampai kalangan agama dan sesuai
dengan kaidah-kaidah syariat yang ada dan hukum yang ada di
mana nantinya peraturan yang dibuat tidak menjadi konfilk baru
yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Investasi Miras haruslah
memperhatikan isi dari aturan-aturan yang di buat dan asas
kebermanpaatanya apabila peraturan itu di jadikan sebuah
aturan yang tetap nantinya dan tidak terajadi hal-hal yang tidak

di inginkan.
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